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ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan. Hal ini demikian
diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka hal apa sajakah yang dikualifikasikan
sebagai kejahatan narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

ku tindak pidana

serta bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pela
narkotika.
Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dimaksud, penulis
melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum
Berdasarkan hasil pen atlah kesimpulan bahwa hal-hal yang
dikualifikasikan sebagai kejahatan narkotika berdasarkan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 ialah sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 111
sampai dengan Pasal 148 yang pada intinya melarang setiap orang yang secara
melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1, 1, HIL
Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika ialah dengan
menjatuhi sanksi pidana terhadap pelaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal
111-148 UU No. 35 Tahun 2009 dengan pidana penjara yang terendah 4
(empat) tahun dan seberat-beratnya dengan pidana penjara seumur hidup.

Kata Kunci : Narkotika, Tindak Pidana, Tindak Pidana
Pidana.

normative.
elitian, didap

Narkotika, Sanksi
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PENUTUP

4 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik
kesimpulan sebagai berikut, bahwa :
|. Hal-hal yang dikualifikasikan sebagai kejahatan narkotika berdasarkan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ialah sebagaimana telah
dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang pada
intinya melarang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
penyalahgunaan narkotika golongan I, 11, III seperti :

a. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan; '

b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan atau
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan,

¢. membawa, mengirim, mengangkul, maupun menfransito;

d. menggunakan atau memberikan untuk digunakan orang lain;

e. tidak melaporkan adanya penyalahgunaan;

f. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan
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pelaku tindak pidana narkotika 1alah dengan
menjatubi sanksi pidana terhad

ap pelaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal
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111-148 UU No. 35 Tahun 2009 dengan pidana penjara yang terendah 4

(empat) tahun dan seberat-beratnya dengan pidana seumur hidup

B. Saran-saran
Penyalahgunaan narkotika sangat membahayakan kelangsungan hidup
bangsa dan generasi penerus bangsa, karena dapat menimbulkan ketergantungan
dan gangguan kejiwaan terhadap penggunanya. Untuk itulah kiranya aparat
penegak hukum dapat lebuh mengintensifkan penegakan dan pemberantasan
tehadap kejahatan narkotika in. selain itu, kiranya pembuat kebijakan dalam hal
ini legislatifdapat mencantumkan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku
tindak dengan memberikan sanksi pidana mati terhadap pengedar. Dengan
demikian, semoga dapat menjadi efek penjeraan terhadap pelaku yang ingin

mencoba melakukan tindak pidana di bidang narkotika ini.
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